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Abstrak 

Pelayanan publik adalah salah satu peranan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, termasuk dalam penyediaan infrastruktur jalan. Namun, kondisi aksesibilitas jalan di Kota 
Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kerusakan yang terjadi di banyak lokasi, 
sehingga mempengaruhi mobilitas penduduk. Dinas PUPR Kota Pekanbaru terus berusaha untuk 
memperbaiki aksesibilitas jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana 
efektivitas kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam meningkatkan aksesibilitas jalan serta 
mengidentifikasi hambatan yang ada. Penelitian ini menerapkan teori Steers yang terdiri dari empat 
indikator: Karakteristik Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Pekerja, dan Praktik 
Manajemen. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan 
penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru belum optimal akibat adanya 
kendala lingkungan dan drainase, kurangnya kesadaran masyarakat, serta minimnya koordinasi 
dengan pihak-pihak terkait. 

Kata Kunci: Efektivitas, Efektivitas Kinerja, Aksesibilitas, Jalan 

 

Abstract 

Public service is one of the roles of the government in improving the welfare of the community, including 
the provision of road infrastructure. However, the condition of road accessibility in Pekanbaru City still 
faces various challenges, especially damage that occurs in many locations, thus affecting population 
mobility. The PUPR Office of Pekanbaru City continues to strive to improve road accessibility. The purpose 
of this study is to analyze the effectiveness of the performance of the PUPR Office of Pekanbaru City in 
improving road accessibility and identifying existing obstacles. This research applies Steers' theory which 
consists of four indicators: Organizational Characteristics, Environmental Characteristics, Worker 
Characteristics, and Management Practices. The methodology used in this research is qualitative with a 
case study approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. 
The research findings show that the performance of the PUPR Office of Pekanbaru City has not been 
optimal due to environmental and drainage constraints, lack of public awareness, and lack of 
coordination with related parties. 
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PENDAHULUAN 

Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yang mencerminkan salah 
satu tugasnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap 
organisasi, individu berperan sebagai pendiri, pemilik, dan penjaga kedaulatan negara. 
Pemerintah yang responsif dan aspiratif sangat penting untuk memenuhi tujuan dan 
kebutuhan mereka. Pada masa otonomi daerah, fungsi pelayanan publik telah muncul sebagai 
titik fokus untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah. Pemerintah kota 
memberlakukan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa 
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pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Urusan pemerintahan meliputi kekuasaan presiden yang dilaksanakan oleh 
kementerian negara dan perangkat pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Fungsi pemerintah daerah 
dalam pemberdayaan masyarakat pada dasarnya harus mencakup empat komponen utama., 
yaitu: 

1. Pemerintah sebagai regulator. Tugas pemerintah sebagai regulator adalah merumuskan 
arahan yang menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah, sebagai regulator, 
memberikan acuan dasar yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai alat untuk mengatur 
semua kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di dalam masyarakat. 

2. Pemerintah sebagai dinamisator. Fungsi pemerintah sebagai dinamisator adalah untuk 
mendorong dan mempertahankan dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berfungsi 
sebagai dinamisator dengan memberikan saran dan arahan yang komprehensif dan efektif 
kepada masyarakat. 

3. Pemerintah sebagai fasilitator. Fungsi pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan 
kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah berperan sebagai 
fasilitator dengan menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan aman serta menjamin 
aksesibilitas sarana dan prasarana pembangunan. 

4. Pemerintah sebagai stabilitator. Pemerintah sebagai stabilisator adalah harus memastikan 
bahwa perubahan tidak meningkat menjadi keresahan masyarakat, terutama yang dapat 
membahayakan persatuan nasional. 

 
Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam bidang pelayanan, khususnya dalam 

penyediaan infrastruktur jalan. Jalan merupakan infrastruktur penting bagi pembangunan 
yang memerlukan kontrol negara untuk memastikan kualitas dan standar yang sesuai. Jalan 
merupakan komponen infrastruktur yang sangat penting dan menjadi faktor pendukung 
dalam kegiatan pembangunan ekonomi, yang sering digunakan untuk mobilitas sehari-hari. 
Setelah penerapan otonomi daerah, kewenangan atas jalan dialokasikan kepada tiga pihak 
yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan 
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 20 menetapkan bahwa 
klasifikasi jenis jalan untuk setiap ruas dilakukan oleh: Pemerintah Pusat untuk jalan 
nasional; Pemerintah Provinsi untuk jalan provinsi; Pemerintah Kabupaten untuk jalan 
kabupaten; atau Pemerintah Kota untuk jalan kota. Konsekuensinya, dengan diberlakukannya 
undang-undang tersebut, pemerintah di semua tingkatan berkewajiban untuk mengelola 
jalan. Hal ini bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan jalan dilaksanakan secara optimal 
dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga kualitas barang publik tersebut. 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan pihak pelaksana yang 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1), berkaitan dengan Urusan Pemerintahan 
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diuraikan dalam Pasal 11 ayat (2), yang 
melibatkan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dalam urusan 
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, khususnya mengenai sub-urusan 
terkait jalan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa 
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pelayanan merupakan tanggung jawab utama para pejabat sebagai abdi negara dan abdi 
masyarakat. Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui peraturan dan 
berbagai ketentuan untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur (termasuk jalan, jembatan, penerangan, air, dan kebutuhan umum lainnya). 
Tujuan utama pembentukan pemerintah adalah untuk menegakkan sistem ketertiban dan 
bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada masyarakat, bukan untuk melayani 
kepentingannya sendiri. Infrastruktur jalan merupakan barang publik yang harus dapat 
diakses oleh seluruh masyarakat; oleh karena itu, kewenangan untuk mengatur jalan biasanya 
berada di tangan pemerintah, dengan harapan bahwa setiap daerah akan membangun sistem 
layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduk setempat. Dalam Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2004 pada Pasal 11 Ayat 4 yaitu tentang jalan, mendefinisikan jalan sebagai 
prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada 
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, tidak termasuk jalan kereta api, 
jalan lori, dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, 
pembangunan, dan pengawasan jalan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, jaringan jalan dirancang untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan di dalam 
wilayah kabupaten atau kota. Peraturan ini menekankan pada mobilitas, yang mengharuskan 
penyediaan jalan yang memfasilitasi perjalanan individu; keselamatan, yang mengharuskan 
jalan yang menjamin operasi kendaraan yang aman dan nyaman; dan kecepatan, yang 
mengamanatkan jalan yang memungkinkan perjalanan sesuai dengan batas kecepatan yang 
ditetapkan. 

Jalan raya berfungsi sebagai jalur transportasi yang secara signifikan berkontribusi 
terhadap perkembangan suatu wilayah. Jalan raya memfasilitasi kemakmuran perkembangan 
wilayah. Jalan raya merupakan komponen vital dari infrastruktur transportasi yang secara 
signifikan mempengaruhi aspek ekonomi, sosial-budaya, politik, pertahanan, pembangunan, 
dan lingkungan. Akibatnya, peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai lokasi tidak dapat 
dihindari. Jalan raya merupakan infrastruktur transportasi yang sangat penting untuk 
memfasilitasi kegiatan sehari-hari. Perbaikan kerusakan jalan yang cepat dan tepat akan 
mencegah kerusakan lebih lanjut, memastikan bahwa pengguna jalan merasa aman dan 
nyaman saat menggunakan infrastruktur pemerintah. Kerusakan jalan yang tersebar di 
seluruh Kota Pekanbaru menimbulkan berbagai macam masalah, yang mengakibatkan 
kerugian yang signifikan, terutama bagi pengguna jalan, termasuk kemacetan, kecelakaan lalu 
lintas, dan komplikasi lainnya. Dinas PUPR berperan penting untuk menjamin infrastruktur 
dan aksesibilitas jalan yang memadai di kota. Sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 
Tahun 2016 pasal 16 seksi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan mempunyai tugas 
sebagai berikut:  
1. Penyusunan dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan 

pembangunan jalan dan jembatan. 
2. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan jalan dan 

jembatan 
3. Penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan 
4. Penyusunan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan 
5. Pelaksanaan dan pengendalian kontruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan 

jembatan 
6. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) 
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7. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan pembangunan jalan dan jembatan serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan 
masalah 

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

 
Selain itu, terdapat seksi perencanaan bina marga memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan 
perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.  

2. perumusan dan pelaksanaan survey pengukuran, perencanaan, pengawasan dan pelaporan 
pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.  

3. penyusunan dan perumusan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan program perencanaan berdasarkan teknik jalan dan jembatan.  

4. penyusunan dan perumusan kegiatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan 
manajemen jalan dan jembatan.  

5. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan 
dan preservasi jalan dan jembatan.  

6. pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda 
transportasi bersama pembina bidang kebinamargaan.  

7. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian mutu konstruksi. 
8. pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan serta penyiapan bahan-bahan untuk 
pemecahan masalah 

9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru memiliki peran 

yang penting dalam penyediaan serta pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi 
kebutuhan dasar bagi masyarakat. Kinerja Dinas PUPR sangat menentukan kelancaran 
mobilitas masyarakat, efektivitas distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan 
ekonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR bertanggung jawab atas lebih dari 
seribu titik ruas jalan. Namun masih terdapat berbagai persoalan yang menunjukkan kinerja 
belum optimal, seperti banyaknya jalan rusak ringan serta berat, keterlambatan 
pemeliharaan, serta kerusakan yang terjadi secara berulang meski telah diperbaiki. Kendala 
ini menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas kinerja Dinas PUPR. Aksesibilitas jalan 
di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena kerusakan yang 
tersebar di berbagai titik. Jalan yang rusak mengakibatkan pengendara sulit menjangkau 
berbagai wilayah dengan cepat dan aman. Kerusakan ini diperparah dengan aktivitas proyek 
pembangunan infrastruktur, seperti proyek instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), yang 
menambah jumlah ruas jalan berlubang atau tertutup material sisa proyek. Beberapa titik 
jalan di kawasan pusat kota dan daerah pemukiman mengalami penurunan kualitas yang 
signifikan, mengakibatkan waktu tempuh menjadi lebih lama dan risiko kecelakaan 
meningkat. Masyarakat kerap mengeluhkan kondisi jalan, terutama di area yang sering dilalui 
kendaraan berat, karena jalan cepat rusak kembali setelah diperbaiki. Hal ini menunjukkan 
pentingnya perawatan berkelanjutan dan pengawasan kualitas pembangunan jalan oleh Dinas 
PUPR Pekanbaru. Meski Dinas PUPR berupaya memperbaiki beberapa ruas jalan yang rusak, 
keterbatasan sumber daya dan minimnya pemantauan menyebabkan kerusakan kembali 
muncul di banyak titik. Aksesibilitas jalan yang optimal sangat penting untuk menunjang 
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mobilitas masyarakat sehari-hari, mengurangi risiko kecelakaan, serta mendukung 
perkembangan ekonomi dan sosial di Kota Pekanbaru. 
 

Tabel 1. Jalan Menurut Kewenangan 
Panjang Jalan Menurut Kewenangan (Km) 

Tahun Nasional Provinsi Riau Kota Pekanbaru 
2019 83,45 127,51 1277,90 
2020 83,45 127,51 1277,90 
2021 83,45 127,51 1277,90 
2022 75,05 161,57 1277,90 
2023 75,76 161,57 1277,90 
2024 75,76 161,57 1035,00 

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025 

Berdasarkan Tabel 1 mengenai panjang jalan menurut kewenangan, terlihat bahwa jalan 
yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru relatif stabil pada tahun 2019 
hingga 2023, yaitu sebesar 1.277,90 Km. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan 
signifikan menjadi 1.035,00 Km. Perubahan ini kemungkinan besar disebabkan oleh 
pembaruan data atau perubahan kewenangan pengelolaan jalan berdasarkan SK Walikota. 
Sementara itu, panjang jalan nasional mengalami sedikit penurunan dari 83,45 Km menjadi 
75,76 Km pada tahun 2022, dan jalan provinsi justru meningkat dari 127,51 Km menjadi 
161,57 Km mulai tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya redistribusi kewenangan atau 
pembaruan klasifikasi jalan di wilayah Kota Pekanbaru. Rincian kondisi ruas jalan di Kota 
Pekanbaru dari tahun 2020 hingga 2024. Jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan 
dari 749,12 Km pada tahun 2020 menjadi 841,488 Km pada tahun 2023, namun menurun 
drastis menjadi 686,44 Km pada tahun 2024. Sementara itu, jalan dalam kondisi sedang dan 
rusak berat menunjukkan tren penurunan, yang menandakan adanya perbaikan dan 
pembangunan jalan oleh pemerintah. Namun, kondisi jalan rusak ringan justru meningkat 
cukup signifikan, terutama pada tahun 2023 yang mencapai 265,029 Km. Fenomena ini 
mengindikasikan bahwa meskipun perbaikan dilakukan, proses pemeliharaan rutin belum 
sepenuhnya optimal dan berdampak pada meningkatnya jalan dengan kerusakan ringan yang 
berpotensi menjadi kerusakan berat bila tidak ditangani segera. Adanya penurunan panjang 
jenis permukaan jalan untuk jenis aspal dan tanah serta adanya peningkatan untuk jenis 
beton dan kerikil, selain itu kondisi kemantapan jalan yang mengalami penurunan dari tahun 
ke tahun dan sebaliknya, kondisi tidak mantap yang mengalami adanya kenaikan. Dari data-
data yang telah diperoleh dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru, sebagian besar ruas jalan masih 
memerlukan perbaikan serta pemeliharaan. Meski pemerintah telah berupaya memperbaiki 
ruas jalan yang rusak, keadaan di lapangan masih banyak titik jalan yang belum ditangani 
secara optimal. Kondisi ini tentu dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi 
pemerintah dalam segi pelayanan publik maupun bagi masyarakat yang merasakan langsung 
dampak dari infratrukstur tersebut. 

Beberapa tahun terakhir, Kota Pekanbaru telah mengalami kenaikan dalam jumlah 
kecelakaan lalu lintas dan kemacetan, yang sebagian besar disebabkan oleh kondisi jalan yang 
rusak. Fenomena ini tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada 
produktivitas dan keselamatan. Kerusakan infrastruktur jalan, seperti lubang, retakan, dan 
permukaan yang tidak rata, menjadi faktor utama yang memperburuk situasi lalu lintas. 
Akibatnya, banyak pengendara terpaksa mengurangi kecepatan secara tiba-tiba atau 
menghindari jalan tertentu, yang kemudian menyebabkan penumpukan kendaraan dan 
meningkatkan risiko kecelakaan hingga kemacetan. Fenomena ini menjadi masalah serius 
yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak untuk mengurangi dampak negatif 
terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari di kota tersebut. Salah satu kasus yang 
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mencerminkan dampak dari jalan yang rusak terjadi di Kota Pekanbaru, tepatnya di HR 
Soebrantas, Kecamatan Tuah Madani. Saat mengendarai sepeda motornya, Ridwansyah, 17 
tahun, menabrak lubang di jalan, yang mengakibatkan satu-satunya kecelakaan yang 
dialaminya. Ia meninggal dunia seketika setelah mengalami luka parah di bagian kepala. 
Kejadian ini bukanlah kejadian yang tertutup atau terisolasi, karena menurut penduduk 
setempat, kecelakaan akibat jalan berlubang terjadi hampir setiap hari di wilayah tersebut. 
(Riau Pos, 2024). Kejadian serupa juga terjadi di Jalan Nelayan, Kecamatan Rumbai, Kota 
Pekanbaru. Adrianto, seorang warga, ditemukan tewas tak jauh dari lokasi sepeda motornya. 
Hasil investigasi menunjukkan bahwa korban kemungkinan mengalami kecelakaan tunggal 
akibat permukaan jalan yang tidak rata, yang menyebabkan ia terjatuh dan mengalami 
pendarahan di bagian kepala. (Kompas, 2021) 

Selain karena jalan berlubang, kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pengerjaan proyek 
instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) juga turut mengakibatkan kemacetan. Kerusakan jalan 
ini berada di beberapa titik seperti Jalan A. Yani, Jalan Ahmad Dahlan, dan beberapa ruas jalan 
lain di daerah Sukajadi. Hal ini tentu membuat mobilitas masyarakat menjadi terganggu. 
(Hidayat, 2024) Dinas PUPR Pekanbaru juga dihadapkan pada masalah kurangnya 
pengawasan yang berkelanjutan terhadap proyek-proyek jalan yang sudah dibangun atau 
diperbaiki. Minimnya pengawasan ini sering kali menyebabkan cepatnya kembali terjadi 
kerusakan jalan setelah diperbaiki, karena tidak ada tindak lanjut yang konsisten dalam hal 
perawatan atau evaluasi hasil pembangunan. Berdasarkan dari latar belakang fenomena yang 
telah diuraikan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang 
dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) Dalam Aksesibilitas Jalan di Kota Pekanbaru”. Berdasarkan latar 
belakang masalah mengenai aksesibilitas jalan di Kota Pekanbaru, maka peneliti merumuskan 
masalah penelitian yang akan dijadikan rujukan penelitian yaitu: Bagaimana efektivitas 
kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Aksesibilitas Jalan di Kota 
Pekanbaru? Apa saja faktor penghambat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang 
(PUPR) Dalam Aksesibilitas Jalan di Kota Pekanbaru? Adapun tujuan penelitian Efektivitas 
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Aksesibilitas Jalan di Kota 
Pekanbaru ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut: Untuk 
mengetahui Efektivitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam 
Aksesibilitas Jalan di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat kinerja 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Aksesibilitas Jalan di Kota 
Pekanbaru. 

 

Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan 

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Aksesibilitas Jalan. Berikut 
beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian, antara lain: Pertama, Rahmad 
Kurniawan (2022), dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota 
Kabupaten Kampar" menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum terkait 
perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang menghambat proses tersebut. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif 
dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang dalam perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota saat ini tidak efektif. Ini terlihat 
dari lubang-lubang yang terus-menerus dan jalan yang tidak rata yang mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas. Dinas PUPR memprioritaskan perbaikan hanya untuk jalan yang sangat 
rusak, meskipun gagal menjelaskan kriteria untuk menentukan tingkat kerusakan tersebut. 
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Banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perbaikan jalan di Kecamatan 
Bangkinang Kota terdiri dari tantangan yang berasal dari wabah Covid-19, pendanaan yang 
tidak mencukupi, dan pelaksanaan manajemen yang tidak memadai. 

Kedua, Debby Ardani dan Muhammad Husni Thamrin (2024) dalam studi mereka yang 
berjudul "Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam 
Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan" bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam pemeliharaan 
jalan di Kecamatan Medan Marelan. Studi ini menggunakan metode pengumpulan data 
termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan 
bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam 
pemeliharaan jalan di Kecamatan Medan Marelan adalah suboptimal, yang dinilai melalui 
dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. 
Namun demikian, terkait dengan akuntabilitas, kegiatan perbaikan jalan telah dilaksanakan 
sesuai dengan kepentingan masyarakat, seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana 
Pokok Pikiran DPRD. Ketiga, Jamalia Wahda dan Abdul Sadad (2023) dalam studi mereka 
"Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Mengelola Drainase di 
Kota Pekanbaru (Studi Kasus Desa Tobek Godang, Kecamatan Binawidya)" menjelaskan dan 
mengevaluasi kinerja serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. 
Studi ini menggunakan kerangka kerja yang ditetapkan oleh Agus Dwiyanto (2008), dengan 
menggunakan indikator kinerja seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, 
tanggung jawab, dan akuntabilitas. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif, yang 
ditandai dengan pendekatan fenomenologis dan bersifat deskriptif. Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa kinerja DPUPR di Kota Pekanbaru tidak memadai, terutama dengan 
ketidakefektifan pengelolaan drainase, yang ditunjukkan oleh keberadaan titik-titik banjir 
yang terus-menerus. Namun demikian, kualitas layanan Dinas PUPR dalam pengelolaan 
drainase dianggap memuaskan. 

Berikutnya, Adil Bakri, Haris Abd. Kadir, dan Awaluddin (2022) dalam studi mereka 
yang berjudul "Analisis Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu" berusaha untuk menilai dan mengevaluasi 
efektivitas kerja pegawai publik di kantor tersebut.Studi ini menggunakan metodologi analisis 
kualitatif dan menunjukkan bahwa efektivitas operasi kantor di Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu bergantung pada kinerja kerja tinggi para 
karyawannya.Berbagai metrik yang digunakan untuk menilai efektivitas pekerjaan karyawan 
mencakup kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan pencapaian tujuan.Temuan 
penelitian menunjukkan bahwa 28 individu, termasuk 65,11% responden, setuju dengan 
peningkatan kualitas kerja, sedangkan 14 individu, yang mewakili 32,55%, sangat setuju, dan 
1 individu, yang mewakili 2,33%, menyatakan ketidakpastian mengenai peningkatan kualitas 
kerja. Terakhir, Evi Yulianti Arifin (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis 
Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota 
Pekanbaru" bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program tersebut. Menggunakan 
metode deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program perawatan dan 
pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal. 
Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran, serta 
keterbatasan sumber daya manusia (SDM). 
 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci 
yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmialt berarti 
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kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan 
sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk 
akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan 
itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui 
cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu 
menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiyono, 2013) Penelitian ini 
me.rupakan je.nis pe.ne.litian kualitatif de.ngan pe.nde.katan studi kasus. Studi kasus me.rupakan 
pe.ne.litian yang me.ndalam te.ntang individu, ke.lompok, organisasi, program ke.rja, dan 
se.bagainya dalam waktu te.rte.ntu de.ngan tujuan untuk me.mpe.role.h de.ksripsi yang utuh dan 
me.ndalam dari se.buah e.ntitas de.ngan me.nghasilkan data yang se.lanjutnya dianalisa 
(Harahap, 2020). Me.tode. pe.ne.litian kualitatif adalah me.tode. yang digunakan untuk me.ne.liti 
subje.k dalam lingkungan alami me.re.ka, de.ngan pe.ne.liti be.rpe.ran se.bagai instrume.n utama. 
Te.knik pe.ngumpulan data me.nggunakan triangulasi, analisis data se.cara inhe.re.n induktif, dan 
te.muan pe.ne.litian kualitatif me.mprioritaskan makna daripada ge.ne.ralisasi. (Zuchri, 2021) 

Peneliti juga menggunakan catatan lapangan berupa catatan observasi dan sumber 
lainnya. Penelitian dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu. Peneliti berusaha 
mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke tempat kejadian dan menemui informan, 
melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan efektivitas 
kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk 
teks deskripsi agar lebih mudah dipahami berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan. 
Alasan penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang bersifat studi kasus adalah agar 
peneliti dapat lebih mendalami efektivitas kinerja yang dilakukan oleh Dinas PUPR di Kota 
Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus adalah untuk 
mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaaan, fenomena, variabel dan 
keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyungguhkan apa yang 
sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi agar dapat dipercaya. (Zuchri, 2021) 

Lokasi pe.ne.litian me.ne.ntukan di mana pe.ne.litian akan dilakukan, se.rta alasan me.ngapa 
lokasi te.rse.but dipilih (Hardani, 2020). Pe.ne.litian ini dilakukan di Dinas Pe.ke.rjaan Umum dan 
Pe.nataan Ruang Kota Pe.kanbaru (PUPR) untuk me.ngumpulkan data se.bagai bahan untuk 
me.nangani se.mua masalah yang ada. Alasan pe.milihan lokasi ini adalah kare.na dinas te.rkait 
be.rtanggung jawab dalam me.nge.lola dan me.me.lihara fungsi jalan di Pe.kanbaru. Pe.ne.litian ini 
be.rtujuan untuk me.ngumpulkan data dan informasi yang dipe.rlukan me.nge.nai e.fe.ktivitas 
Dinas Pe.ke.rjaan Umum dan Pe.nataan Ruang (PUPR) dalam me.ningkatkan akse.sibilitas jalan 
di Kota Pe.kanbaru. Informan adalah orang-orang yang be.rpartisipasi dalam pe.ne.litian 
se.bagai sumbe.r informasi dan data yang pe.nting untuk pe.nye.lidikan. Dalam pe.ne.litian 
kualitatif, topik pe.ne.litian dite.ntukan se.cara se.ngaja, se.pe.rti yang te.rce.rmin ole.h obje.k 
pe.ne.litian. (Suyanto, 2005). Adapun informan pe.ne.litian yang me.njadi obye.k pe.ne.litian ini 
yakni: 
1. Ke.pala Bidang (Kabid) Jasa dan Konstruksi Dinas Pe.ke.rjaan Umum dan Pe.ntaan Ruang 

(PUPR) Kota Pe.kanbaru. 
2. Ke.pala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pe.ke.rjaan Umum dan Pe.nataan Ruang (PUPR) 

Kota Pe.kanbaru. 
3. Masyarakat dari beberapa kecamatan yang me.nggunakan fasilitas jalan tingkat kota 

Pe.kanbaru. 
 

Dalam pe.ne.litian ini, pe.ne.liti me.nggunakan pe.nde.katan purposive. sampling, yang 
me.libatkan pe.milihan informan pe.nting dan informan yang dianggap kompe.te.n te.ntang 
subje.k pe.ne.litian. Se.bagai informan kunci de.ngan pe.nge.tahuan te.rhadap te.ntang kine.rja 
Dinas PUPR di Kota Pe.kanbaru. Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan 
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hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek 
penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah: 
1. Data Primer. Data prime.r dipe.role.h me.lalui pe.rcakapan langsung de.ngan informan di 

lapangan me.nge.nai e.fe.ktivitas kine.rja Dinas Pe.ke.rjaan Umum dan Pe.nataan Ruang dalam 
me.njaga akse.sibilitas jalan di Kota Pe.kanbaru. Informan te.rmasuk Ke.pala Bidang Jalan dan 
Je.mbatan Dinas Pe.ke.rjaan Umum dan Pe.nataan Ruang Kota Pe.kanbaru, Ke.pala Bidang 
Bina Marga Dinas Pe.ke.rjaan Umum dan Pe.nataan Ruang Kota Pe.kanbaru, dan be.be.rapa 
masyarakat pe.ngguna jalan di beberapa kecamatan Kota Pekanbaru. 

2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data olahan atau data sumber kedua yang 
dikumpulkan dari artikel penelitian sebelumnya, jurnal, buku, internet, media massa dan 
sumber lain yang relevan untuk mendukung kelengkapan penelitian, seperti: 
a. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru 
b. Data total jalan yang dikelola Dinas PUPR di Kota Pekanbaru 
c. Data titik/ruas jalan yang bagus dan rusak di Kota Pekanbaru  
d. Jurnal yang berkaitan tentang efektivitas kinerja 
e. Data kondisi ruas jalan di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru 

 
Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk dilapangan adalah sebagai 

berikut: 
1. Observasi. Observasi yaitu suatu keadaan ketika seorang peneliti terjun langsung ke suatu 

tempat penelitian dan mengamati secara langsung apa yang terjadi di tempat penelitian itu 
untuk mengetahui lebih jauh prosesnya. Pengamatan dalam penelitian ini menggunakan 
pengamatan eksplisit atau tersembunyi, dengan data yang dikumpulkan secara terbuka 
menyebutkan sumber datanya. Setelah itu, untuk mendapatkan data yang diperlukan 
untuk penelitian ini, data tersebut harus di telaah beberapa kali dan dipahami lebih 
mendalam sehingga data disajikan secara akurat dan sederhana dan membuat pembaca 
dapat dengan mudah memahami. Observasi merupakan observasi langsung yang dilakukan 
oleh seorang peneliti yang berkunjung ke lokasi penelitian untuk memverifikasi fakta dan 
kejadian yang ada untuk lebih memahami efektivitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) di Kota Pekanbaru. 

2. Wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari 
orang-orang yang dapat membantu kita memahami bagaimana Efektivitas Kinerja Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Aksesibilitas Jalan di Kota Pekanbaru. 
Ulber Silalahi menjelaskan bahwa wawancara adalah cara untuk berbicara dengan orang 
tentang apa yang mereka ketahui, dan ini sangat membantu ketika kita ingin mengetahui 
hal-hal yang sulit untuk dibicarakan dalam sebuah percakapan. Penelitian ini 
menggunakan wawancara terstruktur, yaitu ketika peneliti mengetahui pertanyaan apa 
yang ingin dia tanyakan dan menuliskannya. Hal ini memudahkan peneliti untuk 
mengajukan pertanyaan dan mendapatkan informasi yang dia butuhkan dari informan. 

3. Dokumentasi. Dokumentasi ialah peneliti mencari data dengan mengambil data mekanisme 
peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam aksesibilitas jalan di Kota 
Pekanbaru. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen, 
baik dokumen tertulis, gambar maupun dokumen elektronik. Dokumen tidak sekedar 
mengumpulkan dan menulis atau mengutip dalam bentuk rangkaian dokumen, tetapi yang 
dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen tersebut. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Efektivitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam 
Aksesibilitas Jalan Di Kota Pekanbaru 
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Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru, Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran strategis dalam memastikan 
aksesibilitas jalan yang optimal bagi masyarakat. Aksesibilitas jalan merupakan aspek penting 
dalam mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta 
peningkatan kualitas hidup di suatu daerah. Pada saat ini kondisi jalan di Kota Pekanbaru 
mengalami banyak kerusakan dan kurang pemeliharaan, oleh karena itu diperlukannya upaya 
lebih oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru untuk meningkatkan aksesibilitas jalan guna 
mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Untuk melihat bagaimana Efektivitas Kinerja 
Dinas PUPR Dalam Aksesibilitas Jalan di Kota Pekanbaru, maka penulis menggunakan teori 
Efektivitas Organisasi Menurut Steers yang terdiri dari 4 indikator, yaitu: Karakteristik 
Organisasi; Karakteristik Lingkungan; Karakteristik Pekerja; Praktik Manajemen. Keempat 
indikator diatas merupakan poin untuk menilai efektivitas kinerja organisasi yang dilakukan 
oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru seperti yang diharapkan dan berdasarkan teori Efektivitas 
Organisasi yang penulis gunakan sebagai berikut: 
 

Karakteristik Organisasi 
Seperti yang kita ketahui, karakteristik organisasi memiliki dampak yang signifikan 

terhadap efisiensi kerja karena karakteristik tersebut menggambarkan struktur yang harus 
diikuti oleh karyawan saat melakukan tugasnya. Struktur organisasi adalah metode untuk 
mengenali orang-orang sebagai komponen dari hubungan yang saling terkait yang akan 
menentukan tingkat interaksi antar orang dan tingkat fokus pada tugas. Oleh karena itu, 
ketika menetapkan atau memodifikasi struktur, sebuah organisasi harus dapat mengenali 
sdm yang memiliki seperangkat bidang-bidang yang telah ditentukan secara merata dan 
efisien. Oleh karena itu karakteristik organisasi dalam hal ini merujuk pada bagaimana 
susunan organisasi yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru bisa mewujudkan 
dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Struktur organisasi Dinas 
PUPR Kota Pekanbaru dapat dikatakan telah tersusun dengan baik dengan beberapa bidang di 
dalamnya yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Struktur organisasi 
Dinas PUPR Kota Pekanbaru secara formal telah tersusun dengan baik, terdiri dari kepala 
dinas, kepala bidang, hingga pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang bertanggung 
jawab langsung terhadap kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Strategi kerja 
organisasi juga sudah mencerminkan adanya pendekatan bottom-up, di mana usulan 
pembangunan berasal dari masyarakat melalui RT/RW hingga kecamatan, lalu dirangkum ke 
dalam perencanaan tahunan (RKPD). Namun, dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan 
masih menghadapi kendala teknis di lapangan, seperti waktu pelaksanaan yang belum 
terkoordinasi secara optimal antarinstansi, sehingga berimbas pada kemacetan lalu lintas dan 
persepsi negatif dari masyarakat. Kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan 
dan kepolisian sudah terjalin, namun perlu ditingkatkan dalam hal waktu keterlibatan dan 
pengawasan pelaksanaan proyek. Ini menunjukkan bahwa meskipun struktur dan strategi 
sudah ada, efektivitas pelaksanaan belum sepenuhnya maksimal karena lemahnya integrasi 
antarunit kerja. 

 

Karakteristik Lingkungan 
Karakteristik lingkungan merupakan salah satu unsur penting dalam menilai efektivitas 

kinerja suatu organisasi. Konsep ini menekankan bahwa setiap organisasi tidak beroperasi 
dalam kekosongan, melainkan selalu dipengaruhi kondisi eksternal yang mencakup 
ketidakpastian, dinamika perubahan, dan kompleksitas lingkungan di sekitarnya. Lingkungan 
yang dinamis dan kadang tidak stabil menuntut suatu organisasi untuk memiliki kemampuan 
adaptasi yang tinggi. Sehingga strategi yang diterapkan harus fleksibel dan responsif terhadap 
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berbagai tantangan serta peluang yang muncul. Meski telah memiliki susunan organisasi yang 
tergolong lengkap dan tertata, pihak Dinas PUPR sendiri masih belum optimal untuk 
mencapai efektivitas kinerja yang diinginkan khususnya dalam hal kepegawaian ataupun 
kerja sama antar bidang. Lingkungan internal yang masih menghadapi kendala dan 
kekurangan serta lingkungan eksternal seperti kondisi geografis yang datar, cuaca ekstrem, 
dan sistem drainase yang belum optimal sangat mempengaruhi efektivitas kinerja Dinas 
PUPR. Genangan air yang sering muncul bukan hanya menandakan masalah teknis, tetapi juga 
lemahnya koordinasi antara bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. Selain itu, kebiasaan 
masyarakat yang membangun di atas saluran air menjadi faktor penghambat tambahan. 
Ketidakseimbangan sebaran pusat kegiatan ekonomi (CBD) juga memicu kemacetan karena 
arus lalu lintas hanya terfokus pada beberapa ruas utama seperti Jalan Sudirman dan 
Soebrantas. Upaya rekayasa lalu lintas belum sepenuhnya berhasil karena keterlibatan 
instansi yang berbeda-beda dan keterbatasan anggaran maupun dukungan masyarakat. 
Dengan demikian, karakteristik lingkungan memberikan tekanan yang signifikan terhadap 
efektivitas kinerja, yang hanya bisa diatasi melalui kebijakan lintas sektoral dan partisipasi 
aktif dari masyarakat. 
 

Karakteristik Pekerja 
Karakteristik Pekerja menurut Steers (2015) menjadi salah satu komponen krusial 

dalam menilai efektivitas organisasi. Dalam perspektif ini, kualitas dan profil karyawan—
mulai dari keahlian, pengalaman, nilai-nilai, hingga sikap kerja—memegang peranan penting 
dalam menentukan kinerja dan daya saing organisasi. Organisasi yang efektif tidak hanya 
bergantung pada struktur, strategi, atau sumber daya fisik, melainkan juga pada kemampuan 
pekerja untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian 
tujuan bersama. Karakteristik pekerja mencakup dimensi-dimensi seperti motivasi intrinsik, 
kemampuan komunikasi, serta kecakapan dalam menyelesaikan permasalahan. Pekerja yang 
memiliki motivasi tinggi dan sikap proaktif diharapkan dapat menanggapi perubahan serta 
tantangan di lingkungan kerja dengan lebih efektif. Sehingga mampu mendukung strategi 
organisasi dalam menghadapi persaingan yang semakin dinamis. Dengan demikian, analisis 
mendalam terhadap karakteristik pekerja tidak hanya memberikan gambaran mengenai 
kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi dasar evaluasi dalam merancang 
intervensi yang tepat guna meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Dalam upaya 
meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai dalam menangani perbaikan jalan, pimpinan 
memegang peran penting sebagai motivator utama. Pimpinan harus secara aktif memberikan 
dorongan kepada penanggung jawab untuk terus melakukan perbaikan jalan dan merancang 
peluang serta rencana strategis ke depan. Namun, pelaksanaan rencana tersebut sangat 
bergantung pada ketersediaan anggaran, sehingga setiap upaya perbaikan selalu terikat pada 
dana yang ada. Sementara itu, terkait pelatihan khusus untuk evaluasi tingkat pelayanan jalan 
dan kelengkapan lalu lintas, kondisi saat ini masih menghadapi kendala signifikan. 
Terbatasnya anggaran dan adanya aturan-aturan terbaru menghambat penyelenggaraan 
pelatihan formal yang bertujuan meningkatkan keterampilan pegawai. Meski begitu, aspek 
kelengkapan lalu lintas seperti pemasangan rambu dan pemeliharaan infrastruktur jalan telah 
ditangani oleh instansi terkait, sedangkan peningkatan kompetensi pegawai lebih diarahkan 
pada upaya mandiri untuk mencari informasi terbaru. Kualitas dan motivasi pekerja memiliki 
peran penting dalam mendukung efektivitas kerja. Dalam hal ini, pimpinan di Dinas PUPR 
secara aktif mendorong bawahannya untuk melaksanakan perbaikan jalan secara 
berkelanjutan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama dalam 
meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan formal. Kondisi ini menyebabkan pegawai 
harus mengandalkan pencarian informasi secara mandiri. Di sisi lain, partisipasi dan 
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komunikasi dengan masyarakat sudah cukup baik, ditandai dengan transparansi informasi 
dan keterlibatan RT/RW. Meski begitu, masih ditemukan kekurangan dari sisi jumlah tenaga 
kerja di lapangan yang berakibat pada lambannya proses pengerjaan. Oleh karena itu, 
karakteristik pekerja belum sepenuhnya mendukung efektivitas organisasi secara optimal, 
dan peningkatan kapasitas serta jumlah tenaga kerja menjadi kebutuhan mendesak. 

 
Praktik Manajemen 

Praktik manajemen menurut Steers (2015) merupakan salah satu pilar utama dalam 
menilai efektivitas organisasi. Praktik manajemen mencakup serangkaian kebijakan, strategi, 
dan prosedur yang diterapkan oleh pimpinan untuk mengelola, mengkoordinasikan, dan 
mengoptimalkan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 
konteks ini, praktik manajemen tidak hanya terbatas pada aspek perencanaan dan 
pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi 
kinerja yang dilakukan secara sistematis. Penerapan praktik manajemen yang efektif dapat 
menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, responsif terhadap perubahan, dan mendorong 
peningkatan kinerja baik secara individual maupun kolektif. Dengan menerapkan prinsip-
prinsip manajerial yang tepat, organisasi mampu beradaptasi dengan tantangan eksternal dan 
mengintegrasikan inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam operasionalnya. Oleh karena 
itu, dalam penelitian ini, analisis terhadap praktik manajemen akan berperan penting untuk 
mengungkap sejauh mana kebijakan dan prosedur manajerial berkontribusi terhadap 
peningkatan efektivitas organisasi secara menyeluruh. Dinas PUPR Kota Pekanbaru 
menerapkan pendekatan komprehensif dalam memastikan pengawasan rutin terhadap 
kondisi jalan. Pengawasan tidak hanya mengandalkan tim internal yang rutin turun ke 
lapangan untuk melakukan inspeksi, tetapi juga melibatkan pihak ketiga berupa konsultan 
yang melakukan penelitian mendalam. Konsultan ini menilai kondisi jalan berdasarkan 
standar dan tingkat kerusakan yang ada, sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan 
gambaran objektif mengenai infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Selain itu, Dinas PUPR 
membuka saluran informasi bagi masyarakat dengan menerima laporan terkait kerusakan 
jalan. Informasi yang dikumpulkan juga didukung oleh masukan dari pihak JPRD, yang 
membantu mengidentifikasi titik-titik rawan kemacetan. Data-data tersebut kemudian diolah 
untuk menentukan skala prioritas perbaikan, di mana penanganan difokuskan terlebih dahulu 
pada kawasan dengan pusat pendidikan, ekonomi, ibadah, dan permukiman. Namun 
keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia masih menjadi kendala yang harus diatasi. 
Untuk itu, kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan Dinas Perkim yang menangani 
perbaikan di lingkungan perumahan, menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan 
pengawasan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.  

Perbaikan jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru dinilai belum 
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi Kota 
Pekanbaru yang rawan banjir, sehingga aspek drainase seharusnya mendapatkan perhatian 
lebih agar pengerjaan jalan dapat dilakukan secara maksimal. Narasumber juga menyoroti 
bahwa hasil perbaikan jalan masih belum merata, dengan masih ditemukannya banyak jalan 
berlubang, termasuk pada jalan-jalan protokol. Ia menilai hal tersebut tidak mencerminkan 
kondisi yang ideal bagi sebuah kota yang berstatus sebagai ibu kota provinsi, dan berharap ke 
depannya Dinas PUPR dapat lebih menyesuaikan program kerjanya dengan kebutuhan 
masyarakat serta meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara menyeluruh. Maka dapat 
disimpulkan bahwa Praktik manajemen di Dinas PUPR Kota Pekanbaru menunjukkan upaya 
untuk menciptakan tata kelola yang baik melalui sistem pengawasan yang melibatkan tim 
internal dan pihak ketiga (konsultan), serta penerimaan laporan dari masyarakat. Penentuan 
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skala prioritas perbaikan juga dilakukan berdasarkan pertimbangan strategis seperti pusat 
pendidikan, ekonomi, dan permukiman. Kendati demikian, keterbatasan alat dan SDM serta 
kurangnya sinergi antarinstansi masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan secara 
merata. Transparansi dinilai sudah cukup baik, namun belum disertai dengan kecepatan 
realisasi yang diharapkan masyarakat. Beberapa jalan yang sudah rusak atau padat penduduk 
belum segera diperbaiki, menunjukkan adanya gap antara rencana dan pelaksanaan di 
lapangan. Ini mencerminkan bahwa praktik manajemen perlu didukung oleh sumber daya 
yang memadai dan koordinasi yang lebih intensif agar dapat meningkatkan efektivitas secara 
menyeluruh. 
 
Faktor Penghambat Kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru Dalam Aksesibilitas Jalan di 
Kota Pekanbaru 

Faktor penghambat adalah sesuatu yang muncul baik itu dari luar (eksternal) maupun 
dari dalam (internal) organisasi sehingga bisa menghambat berjalannya kegiatan suatu 
organisasi. Berikut adalah faktor-faktor penghambat kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru 
dalam aksesibilitas jalan: 

 
Permasalahan Drainase Yang Berdampak Terhadap Jalan 

Perubahan pola cuaca, meningkatnya urbanisasi, dan minimnya kesadaran dari 
masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan tentu berdampak langsung pada kondisi jalan 
serta fasilitas umum lainnya. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah timbulnya 
genangan air setelah hujan turun. Hal ini tentu tidak hanya merusak permukaan jalan akan 
tetapi juga menganggu mobilitas bagi masyarakat sendiri. Permasalahan pertama yang 
menjadi dasar penghambat kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam aksesibilitas jalan di 
Kota Pekanbaru yaitu saluran pembuangan air atau drainase yang masih belum berjalan 
dengan maksimal sebagaimana fungsinya. Kurangnya koordinasi antara bidang Bina Marga 
dan bidang Sumber Daya Air menjadi penyebab mengapa saluran pembuangan air atau 
drainase pada saat ini masih belum berfungsi secara maksimal. Peneliti juga melakukan 
wawancara dengan masyarakat yang tinggal di sekitar jalan yang dibina langsung oleh Dinas 
PUPR Kota Pekanbaru mengenai tanggapan masyarakat terhadap aksesibilitas jalan. 
Narasumber pada wawancara ini berpendapat bahwa kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru 
pada saat ini masih belum optimal karena kondisi jalan yang berada di kota pekanbaru masih 
belum sepenuhnya dalam kondisi baik atau layak. Hal tersebut karena masih terdapat 
beberapa titik jalan yang berlobang dan tergenang air yang berpotensi menyebabkan 
kecelakaan. Kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru masih belum optimal. Hal itu disebabkan 
oleh permasalahan drainase atau saluran pembuangan air yang kurang baik sehingga dapat 
menimbulkan genangan yang bisa merusak permukaan jalan. Maka hal itu menyebabkan 
mobilitas masyarakat Kota Pekanbaru terganggu atau tidak berjalan dengan lancar. 
 

Lajunya Urbanisasi Yang Tidak Sebanding Dengan Kapasitas Jalan dan Lahan Yang 
Tersedia 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi serta diiringi dengan meningkatnya 
aktivitas ekonomi tentu berdampak langsung pada kebutuhan infrastruktur, khususnya 
jaringan jalan yang menjadi tulang punggung bagi mobilitas masyarakat. Namun, laju 
urbanisasi yang cepat ini tidak selalu sejalan dengan kapasitas jalan yang tersedia, sehingga 
mengakibatkan berbagai tantangan bagi Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengelola 
infrastruktur jalan yang optimal. Pihak Dinas PUPR Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa 
strategi atau rencana peningkatan kualitas jalan yang akan mereka laksanakan belum bisa 
berjalan dengan maksimal. Hal ini karena semakin naiknya kepadatan penduduk namun tidak 
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diiringi dengan kapasitas jalan yang memadai karena beberapa kendala di masyarakat itu 
sendiri. Adapun masyarakat menanggapi bahwa hingga saat ini Dinas PUPR Kota masih belum 
menunjukkan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan tersebut, khususnya dalam 
upaya pelebaran jalan. Hal itu karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam 
mendukung program pelebaran jalan, terutama karena merasa keberatan terhadap 
pembebasan lahan. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya pendekatan yang lebih 
komunikatif antara pemerintah dengan masyarakat agar solusi terbaik dapat ditemukan, 
sehingga pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dapat berjalan optimal demi 
meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. 
 
Perbedaan Visi dan Misi Antar Lembaga Dan Keterbatasan Sumber Daya 

Pembangunan infrastruktur yang optimal khususnya jalan menjadi salah satu faktor 
penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Namun dalam 
mencapai hal tersebut ada rintagan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas PUPR seperti 
perbedaan prioritas kepentingan dari lembaga terkait serta terbatasnya sumber daya. Disisi 
lain, dari pegawai Dinas PUPR juga masih jarang melakukan pelatihan atau peningkatan 
keterampilan pegawai karena adanya beberapa kebijakan atau peraturan baru dan batasan 
anggaran. Kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam rangka membangun dan memelihara 
infrastruktur jalan masih menghadapi tantangan besar terutama terkait adanya perbedaan 
visi dan misi atau prioritas dari setiap lembaga yang terkait.keterbatasan sumber daya yang 
ada koordinasi antar bidang maupun intansi lain yang masih belum maksimal. Selain itu 
kurangnya pelatihan atau peningkatan keterampilan pegawai juga berdampak pada kualitas 
pekerjaan di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan langkah strategis untuk meningkatkan 
sinergi antar bidang dan instansi serta mengalokasikan anggaran secara lebih efektif agar 
dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di Kota Pekanbaru terutama untuk bidang jalan. 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 

dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis 
menggunakan teori efektivititas organisasi menurut Steers yang mencakup empat indikator 
yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, dan praktik 
manajemen, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam 
meningkatkan aksesibilitas jalan di kota Pekanbaru masih belum optimal. Dari segi 
karakteristik organisasi, meskipun secara struktur sudah dibentuk secara formal, namun pada 
kenyataan di lapangan masih dihadapkan pada kurangnya respon terhadap keluhan yang 
disampaikan masyarakat. Dari segi karakteristik lingkungan, untuk secara internal Dinas 
PUPR Kota Pekanbaru masih kurang koordinasi dengan bidang lain sehingga memperlambat 
proses pelaksanaan pekerjaan ditambah kondisi lingkungan atau eksternal yang kurang baik 
seperti sistem drainase yang masih belum optimal ditambah kondisi geografis Kota 
Pekanbaru yang datar menyebabkan sering terjadinya genangan dibeberapa titik yang dapat 
merusak permukaan jalan. Untuk segi karakteristik pekerja, karena masih mengandalkan 
pemberian motivasi oleh pimpinan yang tidak diiringi dengan pelatihan kerja mengakibatkan 
penyelesaian pekerjaan di lapangan mengalami keterlambatan dan kualitasnya tidak bertahan 
lama. Terakhir yaitu segi praktik manajemen, meskipun dari pengakuan pihak Dinas PUPR 
Kota Pekanbaru mereka sudah melaksanakan evaluasi dan pengawasan, namun pada 
kenyataannya masyarakat Kota Pekanbaru masih belum merasakan dampak yang signifikan. 
Selain itu pihak Dinas PUPR Kota Pekanbaru juga mengalami kendala seperti kurangnya 
sumber daya, kurang mumpuninya alat dan teknologi, serta masih lemahnya koordinasi antar 
instansi lain. 
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Faktor penghambat Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam aksesiblitas jalan di Kota 
Pekanbaru yaitu masih banyak jalan rusak akibat sistem drainase yang kurang optimal karena 
sedimentasi dan penutupan saluran secara ilegal mengakibatkan timbulnya genangan air 
yang dapat merusak permukaan jalan. Adanya perbedaan visi dari lembaga terkait yang juga 
terdapat unsur politik di dalamnya yang mengakibatkan terganggunya program maupun 
prioritas perbaikan jalan serta masih kurangnya koordinasi antara bidang menjadi 
penghambat untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Hambatan selanjutnya yaitu tingkat 
urbanisasi yang pesat serta pusat aktivitas ekonomi yang tidak merata terhadap kapasitas 
jalan yang tersedia. Hal ini menyulitkan Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mewujudkan 
aksesibilitas serta mobilitas yang diharapkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Hambatan 
yang terakhir yaitu masih kurangnya koordinasi atau kerja sama yang diakibatkan oleh 
perbedaan visi dan misi dari setiap lembaga yang terkait serta keterbatasan sumber daya 
masih menjadi faktor penghambat yang signifikan. 
 
Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan untuk Dinas PUPR Kota Pekanbaru selaku 
instansi yang berwenang dalam memelihara dan meningkatkan aksesibilitas jalan di Kota 
Pekanbaru untuk dijadikan subjek penelitian ini sebagai syarat tugas akhir untuk gelar Strata 
Satu di Program Studi Administrasi Publik yaitu: Dinas PUPR Kota Pekanbaru dapat 
memperkuat dan meningkatkan lagi responsivitasnya terhadap laporan atau keluhan 
masyarakat agar dapat memaksimalkan efektivitas kerjanya dalam mewujudkan aksesibilitas 
jalan yang baik bagi masyarakat. Meningkatkan sinkronisasi antar lembaga atau instansi lain, 
baik itu visi dan misi, hingga penyamaan prioritas. Berikutnya meningkatkan koordinasinya 
baik itu internal maupun dengan pihak eksternal seperti mengadakan rapat koordinasi secara 
berkala dan menerapkan sistem pemantauan berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas 
komunikasi dan memantau progres pengerjaan dan pemeliharaan jalan secara real-time. 
Dinas PUPR Kota Pekanbaru disamping meningkatkan responsivitas, juga dapat melakukan 
sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya pelebaran jalan, bekerja sama dengan instansi 
dan lembaga terkait untuk mengembangkan tempat aktivitas ekonomi di titik-titk yang 
berbeda secara merata agar dapat mengurangi penumpukan penduduk serta dapat 
melibatkan masyarakat langsung dalam hal pemeliharaan jalan seperti melalui program kerja 
sama atau forum komunikasi masyarakat. 
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